BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kontrak elektronik yang dilakukan melalui SMS Banking sah sepanjang
memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan Pasal 17
ayat 2, Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-undang NO.11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dipertegas dengan keberadaan
dari asas Lex Informatica berdasarkan The theory of international spaces.

Perlindungan hukum nasabah apabila terjadi human error yang disebabkan
oleh nasabah merupakan tanggungjawab nasabah itu sendiri. Akan tetapi
apabila human error yang terjadi disebabkan oleh programmer bank yang
memakai sistem SMS Banking maka yang bertanggungjawab adalah pihak
bank. Apabila terjadi kesalahan tekhnis.merupakan tanggungjawab dari
agen elektronik ataupun penyedia jasa layanan Pasal 21 ayat 3 Undang-
undang NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
bank juga . bertanggungjawab ~walaupun penyediaan jasa. tersebut
melibatkan pihak ketiga. Keberadaan tersebut diperkuat Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 9/15/PBI/. Perlindungan hukum baik secara preventif
maupun represif kurang optimal untuk melindungi kepentingan nasabah
karena seringkali nasabah dirugikan apabila terjadi permasalahan human
error ataupun kesalahan tekhnis mengacu pada kontrak baku dari pihak

bank sehingga nasabah harus membebaskan bank dari risiko apapun.
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B. SARAN

1. Bagi Bank dan Nasab

Kontrak seb pihak supaya lebih

menguntung ak dap s operasional bank

sehingga sthW i
aturan yang khusus untuk mengatur ‘mengenai transfer dana secara elekt
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Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006

FORMULIR PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA

Nomor Registrasi | |
(diisi oleh pelaksana fungsi Mediasi perbankan)

IDENTITAS NASABAK

Nama Lengkap | | | ||- |:|P
Alamat Lengkap

RT | [Rw| ]
Kelurahan [ | Kecamatan | ]
Kab/Kodya [ |  Propinsi [ ]
Kode Pos [ |
Nomor telepon / fax Rumah [
Kantor [ |
Handphone [ ]
Fax [ |

SENGKETA YANG AKAN DIMEDIASIKAM

Nama Bank | il | Kkcikep F ]

Produk/jasa yang disengketakan
(mis. tabungan, deposito, kartu kredit, ATM, dll)

Nomor Rekening [ |

Jenis Sengketa |:|Bunga / bagi hasil / margin keuntungan |:|Denda / Penalti
E]Biaya Administrasi / Provisi / Transaksi DKegagaIan | Keterlambatan Transaksi
|:|Jumlah Tagihan / Saldo Rekening |:|Lain—lain (sebutkan) ..o
Pokok Sengketa

Apabila kolom ini tidak mencukupi, permasalahan dapat diuraikan padalembar tersendiri

Jumlah tuntutan [Rp.
Terbilang
Permasalahan yang disengketakan pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank ? |:|Ya |:|Tidak

Nomor registrasi pengaduan kepada bank [ |

Nomor surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank (" |

Tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank [ |

Sengketa yang diajukan pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang |:]Ya |:|Tidak
difasilitasi oleh Bank Indonesia ?

Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah diputus oleh |:]Ya |:|Tidak

lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang
difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya ?

DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen pendukung yang dilampirkan:

[_]Fotokopi bukti identitas diri [
|:|Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan |:| ...........................................
[ ]Fotokopi bukti transaksi [,

|:|Fotokopi surat kuasa (dalam hal dikuasakan) |:| ...........................................

|:|Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang diproses atau telah
mendapatkan keputusan dari lembaga lain




Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/ 14 /DPNP tanggal 1 Juni 2006

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan penyelesaian sengketa melalui
mediasi perbankan, dengan ini saya:

Nama
No. bukti identitas

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa permasalahan yang saya ajukan
kepada pelaksana fungsi Mediasi Perbankan tidak sedang diproses atau
belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum
terdapat kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya.

Apabila pernyataan yang saya berikan diatas tidak sesuai dengan
keadaan sesungguhnya maka pelaksana fungsi mediasi perbankan berhak
untuk' menolak permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang saya
ajukan atau menghentikan jalannya proses mediasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan
dari pihak manapun.

Materai





